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ABSTRAK 

 

Dalam pelaksanaan pemilu, tidak jarang terjadi sebuah sengketa dalam hasil 

perolehan suara. Sengketa hasil pemilihan tersebut diselesaikan oleh sebuah 

lembaga negara. Munculnya lembaga negara baru yakni badan peradilan khusus 

dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada mendapatkan polemik baru dalam 

sistem ketatanegaraan negara Indonesia. Maka permasalahan yang diteliti adalah 

kedudukan badan peradilan khusus mengenai sengketa hasil pilkada dalam sistem 

ketatanegaraan Negara Indonesia dan mekanisme penyelesaian sengketa pilkada 

oleh peradilan khusus mengenai sengketa hasil pilkada. Berdasarkan kajian 

penelitian normatif, maka dapat disimpulkan bahwa Peradilan khusus ini nantinya 

akan berada dibawah Mahkamah Agung yang putusannya bersifat final dan 

mengikat sehingga memiliki sifat yang sama dengan putusan Mahkamah 

Konstitusi, sedangkan objek yang menjadi kewenangan peradilan khusus pemilu 

ini adalah sengketa hasil pemilihan umum, tindak pidana pemilu, dan pelanggaran 

administrasi. Dengan kata lain pengadilan khusus dapat dibentuk dengan 

dimasukkan dalam lingkup peradilan yang sudah ada di bawah Mahkamah Agung 

yang bersifat independen dalam menjalankan fungsinya yang memiliki 

kewenangan membuat putusan akhir atas gugatan hasil pemilu. Jika terdapat 

pihak yang bersengketa, maka peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan 

kepada peradilan khusus paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak 

diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau 

KPU Kabupaten/Kota. Peradilan khusus memutuskan perkara perselisihan 

sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak 

diterimanya permohonan.  

 

 

Kata kunci : Peradilan Khusus, Pemilihan Kepala Daerah, Sengketa Hasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

Abstract 

 

In the election exercise, it is not uncommon for a dispute in the result of the vote. 

The dispute over the election result was settled by a state institution. The 

emergence of a new state institution that is a special judicial body in resolving 

disputes election results to get a new polemic in the state system of Indonesia. So 

the problem under investigation is the position of the special judicial body 

concerning the dispute over the results of the regional election in the State of 

Indonesia's state administration system and the dispute resolution mechanism of 

the election by the special court on the dispute over the results of the regional 

head election. Based on the study of normative research, it can be concluded that 

this special court will be under the Supreme Court whose verdict is final and 

binding so that it has the same characteristic as the Constitutional Court decision, 

while the object which is the jurisdiction of this special election is disputed 

election result, Criminal election, and administrative violations. In other words, a 

special tribunal may be established by including within the scope of the judiciary 

already existing under the independent Supreme Court in the exercise of its 

functions having the authority to make a final decision on the election lawsuit. If 

there are parties to the dispute, the election participants may submit a request to 

a special court no later than 3 (three) working days after the announcement of the 

vote acquisition result by the Provincial KPU or Regency / City KPU. Special 

court shall decide the dispute over the result of the election result not later than 

45 (forty five) working days from the receipt of the application. 

 

 

Keywords: Special Court, Regional Head Election, Results Dispute 
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